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KEJAHATANAN KEHUTANAN, PENEGAKAN HUKUM 

DAN UPAYA PENYELAMATAN HUTAN 
 
 

A. LATAR BELAKANG 
Proses Deforestasi dan degradasi hutan alam di Propinsi Riau berlangsung sangat cepat. Selama 
kurun waktu 24 tahun (1982-2005) Propinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam seluas 
3,7 Juta hectare. 
 
Pada tahun 1982 tutupan hutan alam di Provinsi Riau masih meliputi 78% (6.415.655 hektar) 
dari luas daratan Propinsi Riau 8.225.199 Ha (8.265.556,15 hektar setelah dimekarkan). Hingga 
tahun 2005  hutan alam yang tersisa hanya 2,743,198 ha (33% dari luasan daratan Riau). Dalam 
Kurun  waktu tersebut provinsi Riau rata-rata setiap tahun  kehilangan hutan alam-nya seluas 
160.000 Hectare/tahun dan selama periode 2004 - 2005 hutan alam yang hilang mencapai 200 
ribu hectare.  

 

 
Degradasi hutan yang terjadi pada tahun 1990-an cukup dramatis, dimana hutan alam dataran kering 
di propinsi Riau berkurang hampir setengahnya, sementara hal yang serupa tidak terjadi pada hutan 
lahan basah, meskipun  perluasan perkebunan di Indragiri Hilir, dan penebangan di Pelalawan dan 
Siak menunjukan bahwa deforestasi juga terjadi  namun dengan lambat, hal ini kemungkinan 
disebabkan  daerah rawa lebih sulit dicapai dan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk 
menebangnya ( Town line, Master Plan Riau 2020, 2003) 
 
Keberadaan menjamurnya industri kehutanan di propinsi Riau telah menjadi salah satu 
penyebab degradasi hutan alam semakin tidak terkendali.  Bayang kan saja sampai tahun 
2000 jumlah  Industri kehutanan  yang beroperasi di Propinsi Riau mencapai 312 unit yang 
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terdiri dari Industri kayu lapis (plywood) 10 unit, sawmil 270 unit, moulding 27, chip mill 
sebanyak 3 unit  dan 2 unit industri Pulp dan Kertas. Keseluruhan industri ini berkapasitas 
4,9 juta ton/tahun dengan kebutuhan mencapai 15,8 juta m3/tahun. Pada hal kemampuan 
produksi hutan alam saat itu hanya sekitar 1,1 juta m3/tahun1.  Kemudian pada tahun 2005 
Dinas kehutanan Propinsi Riau mencatat terjadi peningkatan jumlah dan kapasitas industri 
kehutan di Riau menjadi 576 Unit  dengan kebutuhan bahan baku menjadi 22,7 juta 
M3/tahun2. Data ini cukup mengagetkan dengan kenyataan yang terjadi pada tahun 2000 
semestinya industri kehutanan di Riau harusnya di kurangi. Peningkatan jumlah industri 
kehutanan terbesar terjadi pada industri sawn Timber (Saw mill) mencapai 559 unit 
sementara pada sektor industri plywood dan cihp mill terjadi pengurangan masing-masing 1 
unit. Angka-angka ini adalah jumlah industri  yang legal mendapatkan izin dari pemerintah, 
sementara dari berbagai study yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat (LSM)  
ditemukan ratusan sawmill  illegal yang beroperasi di Riau, seperti di Kuala Gaung dan 
Bukit batu meskipun saat ini intensitas beroperasinya tersendat akibat pemberantasan ilegal 
loging yang telah dilakukan polda Riau  
 
 

B. GAP SUPPLAY DEMAND 
 
Adanya kesenjangan antara kapasitas industri perkayuan dengan pasokan bahan baku 
hingga saat ini terus berlangsung di Riau dan merupakan pemicu yang sangat berbahaya 
bagi kelestarian Hutan Alam Riau. Saat ini tercatat Kapasitas Industri Perkayuan di Riau 
sebesar 22.685.250 m3/tahun, sementara kemampuan Hutan alam berproduksi secara lestari 
hanya sebesar 14.844.102,41 m3/tahun, jadi ada kesenjangan kebutuhan bahan baku sebesar 
7.841.147,59 m3/tahun.  
 
Keadaan Industri Primer hasil Hutan Propinsi Riau s.d. 2005.  

Kebutuhan bahan baku NO Jenis Industri Jumlah 
(Unit) 

Kapsitas terpasang 
BBS Pertukangan 

1 Pulp & Paper 2 3.910.000 Ton/th 17.595.000  
2 Chip mill 2   

296.000 
Ton/th 325.600  

3 Plywood 9   542.650 M3/th      904.417 
4 Sawn Timber      
 - Ijin Perindag 456 1.592.184 M3/thn  3.184.368 
 - Ijin Kab/Kota 103   

261.500 
M3/thn     523.000 

5 Arang bakau 4   
33.970 

M3/thn     152.865 

 Jumlah 576   17.920.600 4.764.650 
 Total Kebutuhan bahan baku 22.685.250 

Sumber; Dinas kehutanan Propinsi Riau 2006 
 
Industri Perkayuan jenis Bubur Kertas (Pulp and Paper) RAPP (APRIL Group) dan IKPP  
(APP Group) merupakan Pemasok kebutuhan kayu terbesar Riau, yaitu 17.920.600 
                                                 
1  Kanwil  kehutanan propinsi Riau 2000 
2  Makalah Gubernur Propinsi Riau 2006 
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ton/tahun sedangkan Plywood, Sawn Timber dan arang bakau membutuhkan bahan baku 
hanya 4.764.650 m3/tahun.  Hal ini terjadi karena kedua perusahaan Bubur Kertas ini gagal 
untuk menyediakan bahan bakunya dari HTI.  Ironis, padahal izin atas lahan yang sudah 
dikantongi kedua perusahaan ini baik secara mandiri maupun melalui mitranya masing-
masing sudah mencapai luas  892.681 hectare untuk APP dan 651.539 hectare untuk 
APRIL (yang tidak diketahui 388.821 hectare)3. Ironisnya lagi, kedua perusahaan ini 
hingga kini masih terus mengajukan izin perluasan ke Pemerintah. Momentum otonomi 
Daerah yang sempat memberikan kewenangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota 
dalam menerbitkan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-
HT) atau Izin Hutan Tanaman Industri (HTI) nampaknya sangat dimanfaatkan oleh kedua 
Perusahaan ini, tak terkecuali di Riau. Sehingga Kerusakan Hutan Alam semakin tak 
terkendari dan meninggkat. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Pemerintah Pusat 
untuk mencabut kembali Kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam Mengeluarkan 
IUPHHK-HT melalui Keputusan Menteri Kehutanan 541/KPTS-II/2002 tanggal 21 
Februari 2002 dan ditegaskan kembali dengan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002 
tanggal 8 Juni 2002.  
 
Kemampuan Pasokan Bahan Baku Hutan Produksi Propinsi Riau s.d. 2005 

Jenis bahan baku (M3) No Sumber Bahan Baku 

BBS Pertukangan 

1  IUPHHK-HA (Hutan alam)  678.267,40 

2 Penyiapan lahan IUPHHK-HT/HTI (hutan alam) 10,420.153,76 220.173,91 

3 Produksi Hutan Tanaman (HTI) 3.520.488,00  

4 Produksi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 5.019,38  

 Jumlah 13.945.661,10 898.441.31 

Total kemampuan pasokan kayu 14,844,102.41  

Sumber; Dinas kehutanan Propinsi Riau 2006. 
 
Study yang dilakukan oleh dinas kehutanan propinsi Riau tahun 2004  di ketahui bahwa 
potensi kayu seluruh komoditas yang terdapat di propinsi Riau hanya  tersisa sekitar 70,5 
juta m3 yang berada pada 2,5 juta ha kawasan hutan.  
 
Tingginya devisit bahan baku  kayu di Riau  telah membuka pasar untuk kayu-kayu yang 
diambil secara illegal, sehingga pada akhirnya mendorong terjadinya praktek- praktek  
pelangaran hukum ( illegal) dalam pemenuhan bahan baku kayu, baik yang dilakukan oleh 
perusahaan pemegang izin maupun masyarakat. 
 
 
                                                 
3 Analisis Jikalahari, 2007 
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Tabel 3. Persediaan Awal Potensi Kayu Seluruh Komodity Propinsi Riau tahun 
2004 
 
No Peruntukan Luas (Ha) Berhutan 

(Ha) 
Potensi (M3) 

1 Hutan Lindung    228.793,82    
113.392,04 

 5.990.763,55 

2 Hutan Produksi Tetap (HP) 1.605.763,42 1.135.689,65 21.462.868,84 
3 Hutan Produksi Terbatas 

(HPT) 
1.796.666,12    

835.721,28 
17.097.507,57 

4 Hutan Suaka Alam    529.487,02    
452.370,17 

24.703.727,35 

5 Kaw. Hutan Bakau    138.432,98        
9.541,17 

  1.255.628,46 

Jumlah 4.299.243,36 2.546.723,31 70.510.495,77 
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2004 (Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) 
Provinsi Riau Tahun 2004) 
 
Dari kondisi eksisting perizinan dan tingginya permintaan industri kehutanan yang ada di 
Riau terhadap kayu alam  dipastikan eksploitasi dan konversi hutan alam di propinsi Riau 
akan terus terjadi. Situasi  ini justru akan sangat memperburuk kondisi hutan dan 
lingkungan di propinsi Riau. Dengan melihat kecendrungan praktek pengelolaan hutan 
selama ini sudah dapat dipastikan ketersedian bahan baku kayu untuk industri kehutanan 
akan semakin berkurang  sehingga  satu-persatu industri kehutanan ini akan bangkrut 
(gulung tikar).  
 
 

C. PULP AND PAPER RIAU 
 
Pabrik industri pulp dan Kertas pertama kali masuk ke Riau diawal tahun 1980-an yaitu 
dengan didirikanya Industri Pulp dan Kertas PT. Indah Kiat pulp and Paper ( APP Goup) 
di Perawang Kabupaten Siak (dulubya Kabupaten Bengkalis). Kemudian diikuti dengan 
didirikanya Industri pulp dan kertas PT. Riau Andalan Pulp and Paper (APRIL  
GrouP) pada tahun 1993 di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan (dulunya kabupaten 
Kampar). Kemudiannya kedua industri ini seakan berlomba meningkatkan kapasitas 
Industri mereka, hingga tahun 2006 masing-masing kapasitas industri Pulp and Paper 
tersebut telah mencapai 2 juta ton/tahun. Setidaknya semenjak tahun 1980-an hungga 
tahun 2000 kawasan HPH yang sudah dialokasikan untuk dialihfungsikan menjadi HTI 
mencapai 1,57 juta hectare yang terbagi kedalam 32 unit. HTI yang dikembangkan di 
propinsi Riau  terdiri dari sektor HTI Pulp, HTI kemitraan, HTI Transmigrasi, HTI Industri 
Pengolahan dan HTI sagu4. 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Dinas Kehutanan Riau 
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No Sektor Unit Ha 
1 Pulp 4 746.219 
2 Kemitraan 4 116.285 
3 Transmigrasi 6   96.200 
4 Industri Pengolahan 17 586.825 
5 Sagu 1   19.900 
Total 32 1.565.429 

 
Dibutuhkan 18 juta m3 kayu setiap tahunnya untuk memproduksi 4 juta ton pulp di Riau, 
hampir dipastikan kekurangan kayu diambil dari hutan alam selama bertahun-tahun, 
sehingga industri pulp berkontribusi besar terhadap hilangnya 3,6 juta ha hutan alam di 
Riau semenjak tahun 1982 -2005. konversi hutan alam di Riau akan terus terjadi pada 
masa-masa mendatang izin konversi hutan alam terus dikeluarkan untuk mensuplay 
kebutuhan bahan baku industri pulp. Izin-izin ini berada pada kawasan hutan yang 
memiliki nilai konservasi tinggi atau HCVF sehingga diperkirakan hutan alam di Riau 
yang akan tersisa hanya 476 ribu ha pada tahun 20155  
 
Hutan rawa gambut di semenanjung Kampar misalnya, pada kawasan hutan ini terdapat 
izin konversi hutan alam yang kontroversial untuk pembangunan kebun kayu  
(Viber pantation). Selain izin yang sudah dikeluarkan, APRIL sedang mengajukan 
permohonan izin baru seluas 215 ribu ha kepada Mentri kehutanan Indonesia. Di sebagian 
besar area konsesi yang diajukan telah mengalami berbagai macam kadar penebangan 
selektif kayu log, dan sebagian darinya sudah mulai gundul. Beberapa perusahaan 
sebelumnya telah membuat kanal dengan menggali tanah, untuk mengalirkan kayu-kayu 
gelondongan, dan hingga kini kanal-kanal tersebut masih digunakan oleh para pencuri 
kayu.  

 
Gbr 1 Konsesi HTI yang berada di Semenanjung Kampar 
 

                                                 
5 WWF, 2005 
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Akibat dari aktivitas konversi hutan selama ini di Riau telah menimbulkan berbagai 
dampak negative seperti banjir, kebakaran hutan, konflik manusia dan satwa, pelepasan 
karbon dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian grenomic dan Walhi kerugian akibat 
banjir pada periode 2003-2004 di Riau mencapai 841 milyar atau 51% dari nilai  
APBD Provinsi Riau dan bencana banjir diakhir tahun 2006 telah menimbulkan kerugian 
yang lebih besar dari bencana sebelumnya, tercatat terdapat 20.000 rumah tenggelam 
akibat banjir di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.  
 
Untuk majamin sustainabelity bahan baku, Industri pulp harus membangun Kebun Kayu ( 
Vaiber Plantation) dengan menguasai tanah yang sangat luas, setidaknya hingga akhir 
tahun 2006 APP dan APRIL beserta mitra mereka telah menguasai tanah di Riau seluas 1,8 
juta ha atau 21% dari total luas daratan provinsi Riau ( 8,6 juta ha). Penguasaan tanah yang 
begitu luas seringkali dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan intimidasi kepada 
masyarakat dan cendrung tidak menghargai hak-hak masyarakat adat/lokal. Banyak 
tanah, kebun masyarakat dan areal perladangan masyarakat diambil alih oleh perusahaan 
untuk di jadikan kebun kayu. Praktek-praktek penguasaan lahan yang dilakukan selama 
ini telah banyak memicu terjadinya konflik antar masyarakat dengan perusahaan yang 
pada akhirnya merugikan masyarakat6. 
 

 
Gambar 2. Konsesi HTI di Riau 
 
Berdasarkan analisis Jikalahari dari luasan 1,9 juta konsesi HTI di Riau, dimana 819.955,32 
hectare berada dihutan alam/ kawasan lindung yang idealnya tidak ada konversi di 
kawasan tersebut. 

                                                 
6 Comand Vision, 2006 
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Undang-undang kehutanan No. 41/1999 menyatakan bahwa hanya area yang hutannya 
jarang (gundul), dan tanah tandus yang bisa dikonversi bagi hutan tanaman industri 
(HTI). Hamparan area gundul dimaksud di Riau sangat banyak, yang dalam catatan 
WALHI Riau mencapai 1,6 juta hektar dimana 534.000 diantaranya merupakan kawasan 
milik masyarakat. Mengacu pada UU Kehutanan tersebut, nyata-nyata pengajuan konsesi 
tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan. Namun lagi, pelanggaran 
terhadap aturan-aturan kehutanan semacam ini, yang melibatkan pengusaha semacam 
APRIL/RAPP, sangat sering terjadi. Dalam sejarahnya, selama 10 tahun APRIL/RAPP 
melakukan konversi hutan bagi pemenuhan bahan baku industri pulpnya. 
 
Peraturan-peraturan juga sudah menentukan penggunaan lahan-lahan gambut. Keppres 
32/1990, PP 47/1997 misalnya, menyatakan bahwa semua area gambut yang memiliki 
kedalaman lebih dari 3 meter, harus diperuntukkan bagi daerah lindung. Sayangnya, 
aturan inipun tidak pernah diimplementasikan. 
 
Konsesi yang diajukan APRIL berada di atas lahan-lahan gambut, yang pembentukannya 
sudah sejak ribuan tahun lalu. Paling tidak di pulau Padang, kedalamannya mencapai 12 
meter (Brady 1997). Menurut pemetaan umum tentang lahan-lahan gambut di Sumatera, 
sebagian besar area rawa gambut Kampar, termasuk area konsesi yang diajukan, memiliki 
kedalaman yang tinggi, yaitu lebih dari 4 meter (Wetlands Int. & CIDA 2003). Konversi 
dan pengeringan apapun di area tersebut akan mengakibatkan degredasi ekosistem rawa 
yang tidak dapat dipulihkan lagi. Bila hal itu terjadi, lahan-lahan gambut akan mulai 
membusuk dan akan mengeluarkan karbon ke atmosfir dalam jumlah besar. Permukaan 
gambut akan menyurut bermeter-meter dan sangat mungkin akan mengakibatkan 
permukaan tanah tenggelam ke bawah permukaan laut selamanya (Wosten et al. 1997). 
Dan pada gilirannya area tersebut malah akan menjadi sumber karbon daripada 
ketertenggelamannya sendiri.  Sekitar 5% dari seluruh karbon bumi diperkirakan 
termasuk kawasan gambut tropis (Diemont et al. 1997, Rieley et al. 2004). Nasib selanjutnya 
dari cadangan-cadangan karbon itu akan mempunyai implikasi besar terhadap 
keseimbangan karbon di atmosfir. 
 
Dari total hamparan Lahan Gambut yang ada di Riau lebih dari 50%  sudah tak berhutan 
lagi. Hasil Analisis JIKALAHARI, saat ini hanya tersisa seluas 2.065.773,908 Ha atau 
22.99 % dari luas daratan riau yang masih memiliki tutupan Hutan Alam.Kawasan Lahan 
gambut yang berhutan yang tersisa di Riau tersebut merupkan kawasan yang memiliki nilai 
konservasi tinggi (HCVF) dengan tingkat keterancaman yang tinggi pula. Kontribusi 
terbesar kerusakan lahan gambut adalah konsesi-konsesi HTI pada kedua industri Pulp dan 
kertas ini. 
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Landscape Senepis dan Rokan Hilir: 
 

 
Landscape Kerumutan: 
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Landscape Giam siak Kecil:Landscape Giam siak Kecil: 
 
Menjadi penting bagi Propinsi Riau untuk kembali menata pengelolaan hutannya terkait 
dengan konversi yang selama ini dilakukan dimana akibat dari praktik tersebut telah 
meluluh lantakkan lebih dari 2/3 hutan di Riau. Banjir yang terjadi secara simultan sejak 
2002 hingga baru-baru ini di 6 kabupaten di Riau seharusnya telah memberi pelajaran bagi 
kita bersama bahwa seluruh investasi yang ditanamkan dalam APBD tahun sebelumnya 
menjadi sia-sia. Menjadi penting pula bagi kita untuk kembali melihat aspek lingkungan 
sebagai bagian dari pengembangan perekonomian di Riau. 

 
 

D. PELANGGARAN HUKUM YANG TERJADI DAN OPERASI 
ILEGAL LOGING 

 
Pembalakan haram/Ilegal Logging telah sama tuanya dengan pembalakan komersial itu 
sendiri. Bahwa saat ini pembalakan haram menjadi perhatian utama lebih dikarenakan skala 
dan intensitasnya yang sedemikian besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan industri 
perkayuan yang berbanding terbalik dengan kesehatan hutan tersebut7 dimana berdasarkan 
analisis World Bank bahwa setiap tahunnya kayu yang ditebang secara ilegal diperkirakan 
mencapai 30 juta m3. Kerugian negara akibat ilegal logging Rp 30 Triliun/tahun dan jika 
ditambah dengan dampak ikutan dari aktivitas tersebut maka kerugian negara menjadi Rp 
562 Triliun/tahun  (Departemen Kehutanan). Sementara dari hasil operasi ilegal logging 
oleh pihak kepolisian Riau, tidak kurang dari Rp 390 milyar per tahun kerugian negara 
akibat aktivitas kejahatan kehutanan tersebut8.  
  
Sampai pertengahan Mei 2007 setidaknya terdapat 89 kasus ilegal logging yang telah P-21 
yang ada di Riau, sayangnya beberapa kasus kejahatan kehutanan yang ada di Riau selalu 
dijatuhkan hukuman ringan atau dibebaskan sebut saja PT Tenaga Kampar yang oleh 
pengadilan memenangkan perusahaan tersebut dari tututan-tuntutan yang dibuat oleh 
Kepolisian Daerah Riau9. 
                                                 
7 Ginting, 2002 
8 Kapolda Riau di Riau Tribun, Maret 2007 
9 Berbagai media, 2007 
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Berdasarkan hasil analisis Jikalahari, Walhi Riau dan WWF yang tergabung dalam Eyes on 
the Forest10 beberapa kasus pelanggaran hukum yang terjadi di Riau, diantaranya : 
 

1. PT Madukoro dan CV Harapan Jaya yang berada di Semenanjung Kampar. 
Kedua perusahaan ini mengangkut kayunya menuju PT RAPP, satu perusahaan milik Asia 
Pasific Resources International Holding Limited (APRIL). Izin-izin konsesi ini tidak 
terdaftar dalam database Hutan Tanaman Industri (HTI) yang disusun oleh Dinas 
Kehutanan Propinsi Riau 2005. Sementara kayu-kayu hasil penebangan hutan alam di 
lokasi ini terbukti digunakan sebagai bahan baku industri bubur kertas dan kertas milik 
APRIL. Berdasarkan hasil investigasi Jikalahari,) izin penebangan di kawasan ini keduanya 
dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan:  
 

• CV. Harapan Jaya memiliki izin IUPHHK-HT dengan Surat Keputusan Nomor 
522.1/Dishut/2001/721, tanggal 12 September 2001. Luas area konsesi dimana 
penebangan terjadi adalah 4.800 ha.  

• PT. Madukoro memiliki izin IUPHHK-HT Nomor 522.1/Dishut/2001/675, tanggal 
11 September 2001. Luas area konsesi dimana penebangan terjadi seluas 15.000 ha.  

 
Departemen Kehutanan (Dephut) sedang dalam proses meninjau keabsahan izin-izin 
IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau para Bupati Departemen 
Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005. Sejak 25 Juli 2005. 
 
CV. Harapan Jaya dan PT. Madukoro seharusnya tidak memulai operasi di konsesi 
ini dan seharusnya kemudian segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT. 
RAPP seharusnya menghentikan mengambil kayu dari kegiatan-kegiatan tersebut 
hingga verifikasi hukum tertulis dikeluarkan oleh Dephut.  
 
Sebagai tambahan bagi peninjauan hukum oleh Dephut, Presiden melalui Instruksi Presiden 
(Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 Tanggal 18 Maret 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan 
Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik 
Indonesia dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.472/X/2005 Tanggal 21 Oktober 
2005 (Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal guna 
mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden di Provinsi Riau) memerintahkan agar 
dilakukan kajian dan pencabutan izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan 
kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan 
yang berlaku.  
 
Area konsesi CV. Harapan Jaya dan PT. Madukoro tumpang tindih dengan kawasan-
kawasan berikut ini, karenanya melanggar sejumlah peraturan berlaku: 

• Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra 
Landsat untuk kawasan tahun 2005. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor  
10/2000 junto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam 
kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di 
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hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter 
diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m3 per 
hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per 
hektar.  

• Kawasan Lindung yang dilindungi di tingkat provinsi berdasarkan Perda 10/1994 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP 1994) yang masih 
berlaku seharusnya tidak dikonversi  

• Hutan tanah gambut yang berkedalaman lebih dari empat meter (Wetlands 
International & Canadian International Development Agency 2003: Map of Area 
of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province); Menurut 
Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada tanah gambut 
dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa 
seharusnya dilindungi.  

PT RAPP milik APRIL telah membeli kayu dari konsesi-konsesi ini dan 
karenanya telah melanggar Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 pasal  50 
ayat (3) huruf (f) junto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, 
membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau 
memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan 
hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.  

 
2. PT Satria Perkasa Agung (SPA) yang berada di Semanjung Kampar/ 

Serapung 
 
Investigasi Eyes on the Forest Mei 2006 di blok hutan Kampar telah menemukan bahwa 
PT. Satria Perkasa Agung (Serapung) di Serapung telah membangun dan meninggalkan 
kanal untuk mengangkut kayu-kayunya, yang juga memicu perusahaan atau penebang liar 
melakukan pelanggaran hukum dengan memanfaatkan kanal buatan itu.  
 
Investigasi di lapangan menegaskan bahwa PT SPA –yang memiliki konsesi tumpang 
tindih dengan HCVF unit Serapung— menanam akasia yang dikeluhkan tetangganya, 
penduduk desa Segamai Timur, yang menderita panen perkebunan kelapa yang tidak 
berhasil.  
 
Berdasarkan investigasi EoF izin konsesi di kawasan ini diterbitkan oleh Bupati Pelalawan: 

• PT Satria Perkasa Agung memiliki izin IUPHHK-HT (semacam Hutan Tanaman 
Industri) dengan Keputusan No 522.1/Dishut/2001/013, tanggal 29 January 2003. 
Luas area konsesi dimana penebangan terjadi adalah 12.000 hektar. Berdasarkan 
Tutupan Hutan 2005, 5.400 ha dari 12,000 hutan alam telah dikonversi oleh PT. 
SPA Serapung menjadi pembersihan lahan untuk tanaman akasia, seperti yang 
dipantau oleh citra Landsat tanggal 7 Agustus 2005.  

• Departemen Kehutanan (Dephut) sedang dalam proses meninjau keabsahan izin-izin 
IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau para Bupati 
Departemen Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005.  

 
PT. Satria Perkasa Agung seharusnya tidak memulai operasi di konsesi ini dan 
seharusnya kemudian segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT Indah Kiat 
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Pulp & Paper (IKPP), bagian dari Asia Pulp & Paper (APP) seharusnya 
menghentikan mengambil kayu dari kegiatan-kegiatan tersebut hingga verifikasi 
hukum tertulis dikeluarkan oleh Dephut.  
 
 
Konsesi PT Satria Perkasa Agung tumpang tindih dengan kawasan di bawah ini, 
karenanya melanggar undang-undang berlaku: 

• Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra 
Landsat untuk kawasan tahun 2005. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor  
10/2000 junto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam 
kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di 
hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter 
diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m3 per 
hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per 
hektar.  

• Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value Forest, HCVF) 
Serapung terdapat di dalam konsesi, sehingga pemegang konsesi seharusnya 
menaati prinsip-prinsipnya. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor  10/2000 junto 
21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 
Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam kawasan 
hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di hutan 
produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter diatas 
10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m3 per hektar 
atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar 

 
PT SPA telah membangun kanal-kanal untuk mengangkut kayunya dimana hal itu juga 
membuat satu di antaranya tidak berfungsi lagi yang menunjukkan bahwa pemegang 
konsesi tidak memiliki tanggung jawab dalam melindungi hutan:  

• Satu kanal yang dibangun pada kawasan konsesi PT. SPA Serapung terletak 
pada titik koordinat 0.46313703 Utara, 103.06113482 Timur.dan kanal tidak 
berfungsi pada kawasan konsesi PT. SPA yang terletak pada titik koordinat 
0.46105027 Utara, 103.06245446 Timur. (poin 2):   

• Puing-puing kebakaran pada konsesi PT. SPA terletak pada titik koordinat  
0.45728981 Utara,  103.06483090 Timur. Lahan ini rencananya digunakan oleh 
petani dari desa Segamai Timur, kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten 
Pelalawan (poin 3). Puing-puing kebakaran pada konsesi PT. SPA terletak pada 
titik koordinat 0.44671118 Utara, 103.07033479 Timur, dimana kawasan itu 
ditanami oleh penduduk Desa Segamai untuk perkebunan kelapa. Berdasarkan 
Modis Web Fire Mapper, pada Maret 2006 saja, titik api yang terdeteksi dalam 
konsesi SPA adalah 76.   

Undang-undang Kehutanan nomor 41/1999 pasal 48 ayat 4 menegaskan bahwa 
“Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.” Lagipula, 
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pada pasal  49 ditegaskan bahwa “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas 
terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.” 

Investigasi juga menemukan bahwa di luar kawasan konsesi PT. SPA, satu aktivitas industri 
sawmill ada di sisi Sungai Kampar pada titik koordinat 0.37886202 Utara,  103.07898760 
Timur di Desa Segamai Timur. Pemilik industri sawmill yang teridentifikasi adalah AT, 
AK dan AG dimana peralatan mereka yang dikenali adalah gergaji jenis pita (3 unit) dan 
kapal pontoon (5 unit). Aktivitas sawmill telah dimulai sejak 2002. Tidak diketahui apakah 
pemilik sawmill memiliki izin operasional, namun kayu mereka diambil dari pembalakan 
liar yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar konsesi ini.    
 
PT. Satria Perkasa Agung seharusnya menghormati hukum yang berlaku di 
Indonesia dan melindungi konsesi –dimana ia memegang hak—dari kegiatan 
terlarang apapun.  

 
3. PT Rimba Mutiara Permai di Blok Kerumutan 

Investigasi Eyes on the Forest Mei 2006 di blok hutan Kerumutan telah menemukan bahwa 
PT. Rimba Mutiara Permai hanya mengambil kayu alam tanpa memiliki komitmen 
menanam akasia. PT RMP membolehkan bagian konsesinya dibiarkan tak tertanam yang 
konsekuensinya membuat penduduk tinggal di sekitarnya menanam palawija pada lahan 
yang dibuka. Berdasarkan Tutupan Hutan 2005, seperti dipantau citra Landsat tanggal 7 
Agustus 2005, PT RPM telah mengonversi hutan alam menjadi tanaman akasia hingga 
3.000 hektar dari 9.000 yang direncanakan.  
 
Melalui observasi menggunakan teknologi GPS, EoF menemukan bahwa sejumlah tempat 
pada konsesi PT Rimba Mutiara Permai (RMP) telah digunakan oleh penduduk desa untuk 
perkebunan. Dari seluruh kawasan dimana penebangan dilakukan oleh RPM, sebagian 
ditanami dengan akasia, area lainnya masih tidak ditanami dengan akasia, artinya kosong 
Pada perbatasan dengan hutan alam, RPM menanam pohon akasia. Undang-undang 
Kehutanan nomor 41/1999 pasal 48 ayat 4 menegaskan bahwa ”perlindungan hutan 
di dalam hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.”  
 
PT.Rimba Mutiara Permai memiliki izin IUPHHK-HT (semacam Hutan Tanaman Industri) 
dengan Keputusan No. 522.21/IUPHHKHT/2003/008, tanggal 27 Januari 2003. Luas 
kawasan konsesi dimana penebangan terjadi adalah 9.000 hektar. 
   
PT. Rimba Mutiara Permai seharusnya tidak memulai operasi di konsesi ini dan 
seharusnya kemudian segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT Riau 
Andalan Pulp & Paper (RAPP), bagian dari Asia Pacific Resources International 
Limited (APRIL), yang memiliki kerjasama dengan perusahaan ini,  seharusnya 
menghentikan mengambil kayu dari kegiatan-kegiatan tersebut hingga verifikasi 
hukum tertulis dikeluarkan oleh Dephut.  
 
Konsesi PT Rimba Mutiara Permai tumpang tindih dengan kawasan di bawah ini, 
karenanya melanggar undang-undang berlaku: 
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• Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra 
Landsat untuk kawasan tahun 2005. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor  
10/2000 junto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam 
kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di 
hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter 
diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m3 per 
hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per 
hektar.  

 
PT. Rimba Mutiara Permai seharusnya menghormati hukum yang berlaku di 
Indonesia dan melindungi konsesi –dimana ia memegang hak—dari kegiatan 
terlarang apapun.  
 

 
4. PT Bina Daya Bintara di Blok Libo 
 

Investigasi Eyes on the Forest bulan Agustus 2006 di blok Libo menemukan PT Bina Daya 
Bintara, tergabung dengan  Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL) 
melakukan aktivitas penebangan hutan alam seluas 5.000 ha. Penebangan di konsesi ini 
telah dimulai sejak Agustus 2005. EoF memantau kegiatan penebangan oleh kontraktor PT 
Bina Daya Bintara dan kemudian mengikuti pengangkutan kayu dari titik penebangan 
hingga diterima oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), perusahaan milik 
APRIL.  
 
Eyes on the Forest menganggap bahwa operasi penebangan dan pembelian kayu ini 
diduga kuat tidak sah.  
 
Berdasarkan hasil analisis bersama, izin konsesi di kawasan ini adalah izin prinsip yang 
dikeluarkan oleh Bupati Siak: 
 

• PT Bina Daya Bintara memiliki izin  IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu) yang dikeluarkan oleh Bupati Siak dengan Nomor  
02/IUPHHK/I/2003 tanggal 18 Januari 2003 seluas 8.000 hektar.  

• Izin IUPHHK-HT ini dikeluarkan berdasarkan Kepmenhut 10.1/2000 dan 21/2001 
dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Gubernur dan 
Bupati/Walikota untuk menerbitkan izin tersebut.  

 
Bagaimanapun, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 34/2002 pada tanggal 8 Juni 
2002, IUPHHKHT hanya diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Bupati atau 
Walikota dan Gubernur (pasal 42 PP 34/2002) dan ini juga dipertegas dalam pasal 102 PP 
34/2002. Karena itu, sejak berlakunya PP 34/2002 pada tanggal 8 Juni 2002, 
Gubernur dan Bupati/Walikota tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan 
IUPHHKHT karena sudah bertentangan dengan pasal 42 PP 34/2002  meskipun 
aturan hukum (Kepmenhut 10.1/2000 dan 21/2001) belum dicabut.   
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Departemen Kehutanan (Dephut) sedang dalam proses meninjau keabsahan izin-izin 
IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau para Bupati (Peraturan 
Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005) dan melarang 
Bupati menerbitkan perizinan IUPHHKHT. Permintaan EoF untuk moratorium di atas 
sejalan dengan pendapat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Hadi S. Pasaribu, 
dalam suratnya tanggal 13 Juni 2006, perihal Telahaan dispensasi RKT Tahun 2006 PT. 
RAPP, yang menyarankan bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian usaha 
pelayanan administrasi kepada 11 (sebelas) IUPHHKHT (termasuk PT. Bina Daya Bintara) 
maka pelayanan RKT (rencana Kerja Tahunan) seharusnya menunggu persetujuan hasil 
verifikasi dari Menteri Kehutanan.  
 
Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 439/Menhut-VI/2006 tanggal 17 Juli 2006 menegaskan 
sambil menunggu penyelesaian proses verifikasi perijinan PT Bina Daya Bintara, Menhut 
memberikan dispensasi ke PT Bina Daya Bintara untuk tetap melakukan kegiatan 
penebangan hingga tahun 2006 guna menghindari terhentinya pembangunan Hutan 
Tanaman Industri. Menimbang hal di atas, setelah tahun 2006, PT. Bina Daya Bintara 
seharusnya tidak beroperasi di konsesi ini.  
 
Hingga September 2006,  PT  Bina Daya Bintara masih diverifikasi dan belum 
memiliki persetujuan permanen dari Departemen Kehutanan untuk lisensinya itu. 
Jika tidak ada verifikasi oleh Dephut membuktikan lisensi ini legal,  PT Bina Daya 
Bintara/APRIL seharusnya menghentikan kegiatan penebangannya dan PT 
RAPP/APRIL seharusnya berhenti mengambil kayu dari kegiatan-kegiatan tersebut.   
 
Investigasi EoF menunjukkan bahwa konsesi yang dipegang PT Bina Daya Bintara 
tumpang tindih dengan kawasan-kawasan berikut ini, karenanya melanggar sejumlah 
peraturan berlaku:  
 

1. Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra 
Landsat untuk kawasan itu pada April 2005, masa sebelum konsesi mulai 
dibabat Sejumlah peraturan hukum kehutanan yang diterbitkan pemerintah telah 
mengatur secara tegas kriteria kawasan yang dapat dijadikan areal IUPHHKHT atau 
HTI, yakni bukanlah pada hutan alam, melainkan pada lahan kosong, padang alang-
alang dan atau semak belukar di hutan produksi (PP 34/2002, pasal 30 ayat 3), atau 
pada penutupan vegetasi berupa non-hutan atau areal bekas tebangan yang 
kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat  berdiameter 10 cm  untuk semua jenis 
kayu  dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m3  per hektar (Kepmenhut 10.1/2000, 
Pasal 3). Kriteria yang sama juga ditegaskan oleh Kepmenhut 21/2001, poin (b), 
Kepmenhut 33/2003, pasal 5 ayat (2) huruf c); Kepmenhut 32/2003, pasal 4 ayat (2) 
huruf a);  dan Permenhut 05/2004, pasal 5 ayat (1).    

2. Kawasan Lindung yang dilindungi di tingkat provinsi.  Kawasan Lindung  
berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP 1994) yang masih berlaku 
seharusnya tidak dikonversi. 

3. Hutan tanah gambut yang berkedalaman 2 – 3 meter (Wetlands International & 
Canadian International Development Agency 2003: Map of Area of Peatland 
Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province); Menurut Keputusan Presiden 
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Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada tanah gambut dengan kedalaman 3 
meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi.  

 
PT RAPP telah membeli kayu dari konsesi-konsesi ini dan karenanya telah melanggar 
Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 pasal 50 ayat (3) huruf (f) junto pasal 78 ayat (4) 
yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima 
titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari 
kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.  
 
PT. Bina Daya Bintara seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia 
dan menghentikan penebangan hutan di konsesi-konsesi ini segera. EoF juga 
mengimbau PT RAPP untuk segera menghentikan pengambilan kayu yang berasal 
dari operasi-operasi tersebut.  
 
 

5. PT Ruas Utama Jaya di Blok Senepis 
 

Investigasi Eyes on the Forest Juni 2006 di blok hutan Senepis telah menemukan adanya 
penebangan kayu hutan alam pada konsesi Hutan Tanaman Industri PT Ruas Utama Jaya 
EoF memantau kegiatan-kegiatan penebangan oleh PT Ruas Utama Jaya dan mengikuti 
pengiriman kayu dari titik penebangan hingga diterima oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper 
(IKPP), satu perusahaan milik Asia Pulp & Paper (APP).  
 
Investigasi lacak balak EoF telah berhasil mengikuti dua kapal pontoon bernama Sinar 
Abadi 17 dan Sinar Abadi 19 –yang ditarik oleh kapal tarik KM Bintang Sejahtera— 
membawa sejumlah truk memuat kayu alam dari Tempat Pengumpulan Kayu  (TPK) atau 
log pond PT Ruas Utama Jaya di Desa Tanah Putih. Tumpukan kayu alam itu dibawa ke 
dermaga di Ujung Tanjung oleh truk-truk bernomor polisi B 8627 LF dan BM 8741 AU 
serta BM 8907 FD menuju pengolahan bubur kertas PT IKPP.     
 
Berdasarkan investigasi EoF, izin konsesi yang diberikan kepada PT Ruas Utama Jaya 
dikeluarkan oleh keputusan tidak definitif. Departemen Kehutanan RI melalui Departemen 
Kehutanan RI melalui Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1179/Menhutbun-
VI/99 pada tanggal 19 Agustus 1999.  
 

• Izin HTI milik PT Ruas Utama Jaya bukanlah keputusan definitif yang dikeluarkan 
oleh Dephut, namun hanyalah persetujuan terhadap proposal, disebut “persetujuan 
prinsip.” Kawasan konsesi di mana penebangan terjadi seluas 40.000 hektar.  

• Keputusan definitif izin HTI  akan diberikan oleh Menteri jika perusahaan itu telah 
melakukan sejumlah kegiatan seperti ditegaskan pasal 14 Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor 312/Kpts-II/1999, tentang Tata Cara Pemberian Hak 
Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan. 

PT. Ruas Utama Jaya seharusnya tidak memulai operasi di konsesi ini dan 
seharusnya kemudian segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT Indah Kiat 
Pulp & Paper (IKPP) seharusnya berhenti menerima kayu dari kegiatan di atas 
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hingga izin legal yang definitif dikeluarkan oleh Dephut.  
 
Konsesi PT Ruas Utama Jaya tumpang tindih dengan kawasan di bawah ini, 
karenanya melanggar undang-undang yang berlaku: 

• Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra 
Landsat untuk kawasan tahun 2005. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor  
10/2000 junto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam 
kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di 
hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter 
diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m3 per 
hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per 
hektar.  

• Kawasan Lindung yang dilindungi di tingkat provinsi berdasar Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP 1994) yang masih berlaku seharusnya tidak 
dikonversi  

• Hutan tanah gambut yang berkedalaman lebih dari empat meter (Wetlands 
International & Canadian International Development Agency 2003: Map of Area 
of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province); Menurut 
Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada tanah gambut 
dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa 
seharusnya dilindungi. (Peta 2) 

PT IKPP milik APP telah membeli kayu dari konsesi-konsesi ini dan karenanya 
telah melanggar Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 pasal  50 ayat (3) huruf 
(f) junto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau 
menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil 
hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil 
atau dipungut secara tidak sah.  PT Ruas Utama Jaya seharusnya menghormati  
hukum yang berlaku di Indonesia dan menghentikan penebangan hutan di 
konsesi-konsesi ini segera. EoF juga mengimbau PT IKPP untuk segera berhenti 
menerima kayu yang berasal dari kegiatan operasional tersebut.  

 
6. PT Bina Duta Laksana di Blok Hutan Kerumutan 

Investigasi Eyes on the Forest Juni 2006 di blok hutan Kerumutan telah menemukan 
penebangan hutan alam sekitar 10.000 hektar hutan alam di dalam area konsesi Hutan 
Tanaman Industri perusahaan kayu PT Bina Duta Laksana.  EoF memantau kegiatan-
kegiatan penebangan oleh kontraktor-kontraktor PT Bina Duta Laksana,  PT Putra 
Khatulistiwa, PT Mitra Citra Mandiri dan PT Sarindo, pada 29 Juni dan kemudian 
mengikuti kayu dari titik penebangan hingga diterima oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper 
(PT IKPP). 
 
Investigasi EoF menemukan bahwa kapal ponton bernama Sinar Abadi 2, yang ditarik oleh 
kapal tarik Akasia 7,  membawa kayu alam dari Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) atau log 
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pond milik PT. Bina Duta Laksana di dermaga Bidai, desa Blantak Raya, sebelum dibawa 
menuju pengolahan bubur kertas PT IKPP.    
 
Berdasarkan investigasi EoF April 2005, izin konsesi yang diberikan kepada PT Bina Duta 
Laksana dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hilir: 
 

• PT Bina Duta Laksana memiliki izin IUPHHK-HT (izin Hutan Tanaman Industri) 
dengan Keputusan No. 17.A/TP/VI/2002, tanggal 3 Juni 2002. Luas kawasan 
perluasan konsesi dimana penebangan terjadi adalah 30.405 hektar.   

 
Departemen Kehutanan (Dephut) sedang dalam proses peninjauan keabsahan izin-izin 
IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau para Bupati Departemen 
Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005. Sejak 25 Juli 2005, Eyes on 
the Forest meminta semua perusahaan yang menebangi hutan alam berdasarkan izin Hutan 
Tanaman Industri (IUPHHK-HT) yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati untuk segera 
mengeluarkan moratorium terhadap semua operasi tersebut. Koalisi juga mengimbau semua 
perusahaan yang mendapatkan kayu dari kegiatan tersebut untuk segera menghentikan 
semua pengiriman  
PT. Bina Duta Laksana dan kontraktor-kontraktornya, PT Putra Khatulistiwa, PT 
Mitra Citra Mandiri dan PT Sarindo, seharusnya tidak memulai operasi di konsesi ini 
dan seharusnya kemudian segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT Indah 
Kiat Pulp & Paper (IKPP), seharusnya berhenti menerima kayu dari kegiatan 
penebangan perusahaan tersebut sampai verifikasi hukum tertulis dikeluarkan oleh 
Dephut.  
 
Konsesi PT Bina Duta Laksana tumpang tindih dengan kawasan di bawah ini, 
karenanya melanggar undang-undang yang berlaku: 

• Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra 
Landsat untuk kawasan tahun 2005. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor  
10/2000 junto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam 
kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di 
hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter 
diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m3 per 
hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per 
hektar.  

• Hutan tanah gambut yang berkedalaman lebih dari empat meter (Wetlands 
International & Canadian International Development Agency 2003: Map of Area 
of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province); Menurut 
Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada tanah gambut 
dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa 
seharusnya dilindungi. (Peta 5) 

PT IKPP milik APP telah membeli kayu dari konsesi ini dan karenanya telah 
melanggar Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 pasal  50 ayat (3) huruf (f) junto 
pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, 
menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang 
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diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut 
secara tidak sah.  PT Bina Duta Laksana dan kontraktor-kontraktornya seharusnya 
menghormati  hukum yang berlaku di Indonesia dan menghentikan penebangan 
hutan di konsesi ini segera.  

 
 
7. PT Mitra Kembang Selaras Blok Kerumutan 

Investigasi Eyes on the Forest Juli 2006 di blok Kerumutan telah menemukan kayu hutan 
alam ditebang secara illegal di dalam konsesi PT. Mitra Kembang Selaras. Penebangan di 
konsesi ini dimulai pada tahun 2003. EoF memantau kegiatan penebangan oleh PT Mitra 
Kembang Selaras dan kemudian mengikuti pengangkutan kayu dari titik penebangan 
hingga diterima oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). 
 
Berdasarkan hasil investigasi EoF, izin yang dipakai oleh PT Mitra Kembang Selaras masih 
merupakan Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu:  
 

• PT Mitra Kembang Selaras memiliki izin IUPHHK-HT (izin Hutan Tanaman 
Industri) yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu dengan nomor Kpts.352/2002 
pada tanggal 21 November 2002. Luas kawasan perluasan konsesi dimana 
penebangan terjadi seluas 14.450 ha. 

 
PT. Mitra Kembang Selaras seharusnya tidak beroperasi di konsesi ini dan kemudian 
segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT Riau Andalan Pulp & Paper 
(RAPP) seharusnya berhenti menerima kayu dari kegiatan-kegiatan tersebut hingga 
verifikasi hukum tertulis dikeluarkan oleh Dephut.  
 
Konsesi PT Mitra Kembang Selaras tumpang tindih dengan kawasan di bawah ini, 
karenanya melanggar undang-undang berlaku sebagai berikut: 

• Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra 
Landsat untuk kawasan tahun 2005.(lihat image A) Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor  10/2000 junto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan 
dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak 
belukar di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon 
berdiameter diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang 
dari 5 m3 per hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 
batang per hektar.  

• Kawasan Lindung yang dilindungi di tingkat provinsi berdasar Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP 1994) yang masih berlaku seharusnya tidak 
dikonversi (Peta 1). 

 

PT RAPP milik APRIL telah membeli kayu dari konsesi ini dan karenanya telah 
melanggar Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 pasal  50 ayat (3) huruf (f) 
junto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, 
menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang 
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diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau 
dipungut secara tidak sah.   

PT Mitra Kembang Selaras seharusnya menghormati  hukum yang berlaku di 
Indonesia dan menghentikan penebangan hutan di konsesi ini segera. EoF juga 
mengimbau PT RAPP (APRIL) untuk segera berhenti memasok kayu yang 
berasal dari operasi-operasi tersebut.  

8. PT Citra Sumber Sejahtera 
Investigasi Eyes on the Forest Juli 2006 di blok hutan Bukit Tigapuluh telah menemukan 
penebangan kayu hutan alam oleh PT Citra Sumber Sejahtera, rekanan dari Asia Pacific 
Resources International Limited (APRIL).  EoF memantau kegiatan penebangan PT 
Citra Sumber Sejahtera serta mengikuti pengangkutan kayu dari titik penebangan hingga 
diterima oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). 
 
Berdasarkan hasil investigasi EoF, izin konsesi yang diberikan kepada PT Citra Sumber 
Sejahtera (PT CSS) dikeluarkan Bupati Indragiri Hulu. 
 

• PT Citra Sumber Sejahtera (CSS) memiliki izin IUPHHK-HT (izin Hutan Tanaman 
Industri) yang dikeluarkan dengan nomor Kpts.330 tahun 2002  pada tanggal  5 
Nopember 2002. Luas kawasan perluasan konsesi dimana penebangan terjadi seluas 
16.500 ha. 

 
PT Citra Sumber Sejahtera seharusnya tidak beroperasi di konsesi ini dan kemudian 
segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT Riau Andalan Pulp & Paper 
(RAPP) seharusnya berhenti menerima kayu dari kegiatan tersebut hingga verifikasi 
hukum tertulis dikeluarkan oleh Dephut.  
 
Konsesi PT Citra Sumber Sejahtera tumpang tindih dengan kawasan di bawah ini, 
karenanya melanggar undang-undang yang berlaku sebagaimana berikut: 

• Kawasan Lindung yang dilindungi di tingkat provinsi berdasar Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP 1994) yang masih berlaku seharusnya tidak 
dikonversi.  

• Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra 
Landsat untuk kawasan tahun 2005. (Lihat image B) Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor  10/2000 junto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-
HT) tidak diberikan dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-
alang atau semak belukar di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak 
terdiri dari pohon berdiameter diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan 
potensi kayu kurang dari 5 m3 per hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan 
kurang dari 200 batang per hektar.  

• Blok hutan Bukit Tigapuluh adalah habitat penting bagi gajah sumatera sehingga 
karena itu harus dilindungi dari pembukaan hutan. 
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PT RAPP milik APRIL telah membeli kayu dari konsesi ini dan karenanya telah 
melanggar Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 pasal  50 ayat (3) huruf (f) junto 
pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, 
menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang 
diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut 
secara tidak sah.  PT Citra Sumber Sejahtera seharusnya menghormati  hukum yang 
berlaku di Indonesia dan menghentikan penebangan hutan di konsesi ini segera.  

E. REKOMENDASI 
 

Gap Supply Demand sangat memicu terjadinya pembalakan liar liar di Indonesia dan 
khususnya di Riau persediaan kayu untuk industri pulp di Riau  menunjukan kekeliruan 
besar dalam perencanaan dan investasi. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya 
penyelamatan hutan secara lebih sistematis dengan melakukan hal-hal : 

1. Penegakan hukum harus jalan dan Pemberantasan Illegal Logging harus 
diprioritaskan pada pemutusan mata rantainya, caranya dengan cara menangkapi 
para cukong yang berperan sebagai Pemodal, Penampung/Penadah, Pembeking, 
maupun sebagai Penerbit Dokumen Aspal.  

2. Laju deforestasi terhadap Hutan Alam yang tersisa harus dihentikan, tidak hanya 
yang disebabkan aktifitas Illegal Logging tapi juga menutup peluang keluarnya 
izin konsesi baru dan meninjau ulang izin konsesi yang sudah terlanjur diberikan 
di atas hutan alam serta mencabut izin-izin konsesi yang tumpang tindih dengan 
kawasan Lindung. 

3. Meninjau ulang semua rencana investasi skala besar berbasis lahan yang 
berimplikasi kepada konversi hutan alam yang tersisa dan merubah bentang alam 

4. Konsep RTRWP Riau tidak lagi bisa mengacu kepada batasan administrasi, 
namun harus harus mengacu kepada konsep BIOREGION yang menghubungkan 
kepentingan hulu-hilir sebuah kawasan 

5. Menutup peluang keluarnya Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu Hutan 
Tanaman (IUPHHK-HT) baru, mencabut/membatalkan IUPHHK-HT yang 
tumpang tindih dengan kawasan lindung dan atau kawasan Kelola (Tanah 
Adat/Ulayat) masyarakat serta yang status perizinannya cacat hukum. Sebagai 
solusinya, perusahan Bubur Kertas harus menurunkan Kapasitas Produksinya 
sesuai dengan ketersedian bahan baku yang ada  

6. Perlunya dilakukan audit menyeluruh terhadap Dana Reboisasi yang telah 
dikucurkan ke masing-masing kabupaten. Audit ini harus mampu melacak 
sejauhmana Dana Reboisasi di gunakan untuk menghijaukan Kawasan Hutan 
lengkap dengan analisis terhadap rasionalisasi antara besaran anggaran dan luas 
yang telah ditanam serta deskripsi tentang kondisi kawasan yang telah ditanam. 

7. Terhadap Hamparan Hutan Alam yang masih tersisa dan potensial untuk 
diselamatkan karena memiliki Nilai Konservasi Tinggi atau High Conservation 
Value Forest (HCVF), hendaknya Pemerintah Provinsi mengusulkan ke 
pemerintah Pusat untuk dijadikan kawasan konservasi. 

8. Menjaga lebih baik sumberdaya lahan gambut melalui konservasi hutan dan 
perbaikan manajemen air sehingga dapat mengembalikan tinggi muka air. 
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